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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
  Analisis mengenai Efektivitas Kebijakan Penetapan Harga Acuan Jagung 
Terhadap Perlindungan Peternak Rakyat, maka penulis menyimpulkan bahwa 
Penetapan Harga Acuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 
96 Tahun 2018 jika dilihat dari keberlakuan kaidah hukum secara normatif 
menurut Bruggink maka Peraturan Menteri No. 96 Tahun 2018 tentulah efektiv. 
Efektiv karena Peraturan ini jika dilihat dari pengertian keberlakuan kaidah hukum 
secara normatif sudah sesuai, karena pengertiannya ialalah kaidah hukum atau 
peraturan ini merupakan suatu bagian dari kaidah hukum yang lainnya atau dapat 
dikatakan kaidah khusus bertumpu pada kaidah umum. Kaidah hukum khusus 
disini ialah Peraturan Menteri No. 96 Tahun 2018 dan kaidah hukum umumnya 
ialah Undang – Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dimana 
Menteri Perdagangan disini sesuai dengan kewenengannya dapat mengeluarkan 
kebijakan, berupa Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 Tahun 2018.  
Demikian kesimpulan yang dapat penulis sampaikan.  
B. Saran  
1. Kepada Menteri Perdagangan, penulis berharap bahwa kedepannya supaya 
dalam membuat suatu peraturan diharapkan supaya tujuan suatu peraturan itu 
dibuat dapat tercapai dan juga penanganan dalam suatu masalah perdagangan 
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dapat segera diselesaikan sehingga tidak ada pelaku usaha atau konsumen yang 
mengalami kerugian karena kelalaian pemerintah.  
2. Kepada pelaku usaha, semoga kedepannya dengan adanya penulisan skripsi ini 
pelaku usaha dapat semakin mengerti dan memahami hak dan kewajibannya 
sebagai pelaku usaha dibawa juga harus melindungi hak konsumen, karena 
konsumen merupakan pihak yang lemah.  
3. Kepada para peternak, sebagai konsumen semoga kedepannya para peternak 
dapat semakin mendapatkan hak nya sebagai konsumen dengan adanya 
perlinduga hukum dari pemerintah sehingga para peternak sebagai konsumen 
tidak mengalami kerugian akibat persaingan usaha yang diciptakan oleh pelaku 
usaha.  
4. Kepada pembaca, semoga dengan adanya penulisan skripsi ini dapat membantu 
pembaca mengerti lebih jelas mengenai kebijakan penetapan harga acuan ini 
dan diharapkan setelah membaca pembaca dapat menambah ilmunya.    
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